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Abstrak
Kekosongan jabatan di dalam pemerintahan tentunya akan berimplikasi pada terganggunya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintahan. Kota Surabaya yang mendapat julukan kota pahlawan juga sempat mengalami kekosongan jabatan wakil walikota sisa masa jabatan 2010-2015. Pengisian kekosongan jabatan tersebut sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, namun muncul problematik dalam proses pemilihannya.

Merujuk pada latar belakang di atas penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti yang pertama mengenai adanya perbedaan pendapat mempersoalkan kuorum dalam pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya di rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang merujuk pada tiga aturan hukum yakni Tata Tertib Panitia Pemilihan, Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama yakni mengetahui keabsahan kuorum dalam penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, yang kedua mengetahui objek sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di PTUN atau tidak. 

Penelitian ini menggunakan  penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan bahan–bahan hukum yang berhubungan dengan persoalan pemerintahan daerah. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani yaitu permasalahan penelitian dalam studi kasus penetapan wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, serta pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.
Kata Kunci : prosedur, kepala daerah, kuorum
The vacancy in the government will certainly have implications to the disruption of existing activities in the government. Surabaya which got the nickname City of Heroes also had suffered a vacant position of vice mayor of the remaining term of 2010-2015. Filling of vacancy has been done by the Parliament of Surabaya, but a problematic appears in the hiring process.

Referring to the background explained above author draws two formulations of the problem to be studied, the first is the difference of opinion in the decision-making filling vacant position of vice mayor of Surabaya in the plenary session of Surabaya Parliament referring to the three rules of law specifically the Election Committee Rules, Surabaya City Council Regulation No. 50 Year 2010 concerning the Rules of Surabaya City Council, Government Regulation No. 16 Year 2010 on Guidelines for Preparation of the Regional Representatives Council Regulation about Legislative Council Rules. Law Number 27 Year 2009 about People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Council of Regional Representatives The second problem is whether the Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court).

The purpose of this study is to determine the validity of the first quorum in determining Whisnu Sakti Buana, ST as vice mayor of Surabaya, the term of 2010-2015, the second is to understand the object of dispute related to Decree of the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia No. 132.35-184 may be sued in the Administrative Court (Administrative Court) or not.

This study uses a type of normative research (doctrinal), the research that focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive law and legal materials relating to the issue of local governance.The approach used in this study is the Law approach (the statute approach) which is done by examining all laws and regulations that has to do with the legal issues handled namely the case study research problems in the determination of the deputy mayor of Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, and case approach, some cases are reviewed for reference to a legal issue.
Keyword :  procedur, regional head, quorum
PENDAHULUAN
Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa
. Surabaya juga mendapat julukan kota pahlawan serta merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki luas sekitar 326,37 km² dan secara astronomis terletak diantara 07° 21’ Lintang Selatan dan 112° 36’ – 112° 54’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah kota Surabaya sebelah utara dan timur dibatasi oleh selat Madura, sebelah selatan dibatasi oleh kabupaten Sidoarjo dan sebelah barat dibatasi oleh kabupaten Gresik
.
Sejak 2005, walikota dan wakilnya dipilih secara langsung oleh warga kota Surabaya melalui pilkada (pemilihan kepala daerah) setelah sebelumnya mekanisme pemilihan walikota dan wakilnya dipilih oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Surabaya. Walikota Surabaya pada periode 2010 – 2015 terpilih melalui pilkada adalah Tri Rismaharini dan wakilnya Bambang Dwi Hartono yang diusung oleh PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), seharusnya secara bersama – sama Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono mengemban amanah terpilih menjadi walikota dan wakil walikota Surabaya hingga September 2015.
Bambang Dwi Hartono mundur dari jabatannya sebagai wakil walikota Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Mei 2013 karena tugas partai untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013, maka secara otomatis terjadi kekosongan untuk jabatan wakil walikota Surabaya. Tentunya jika terjadi kekosongan jabatan pada suatu tata pemerintahan di suatu daerah akan berdampak pada terganggunya kerja – kerja pemerintahan kota Surabaya itu sendiri, mengingat kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur maka secara tidak langsung Surabaya akan menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya
. 

Pengunduran diri yang dilakukan wakil walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono pada waktu  itu masih menyisakan 27 (dua puluh tujuh) bulan per tanggal 6 Mei 2013. Berkaitan dengan hal tersebut merujuk pada Pasal 26 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penafsiran dari pasal 26 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tidak diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun peraturan pelaksana lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada pasal 131 ayat (2c) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pada aturan hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya maka partai politik pengusung Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono dalam hal ini PDIP dapat mengajukan 2 (dua) orang calon wakil walikota yang nantinya akan ditentukan dalam rapat paripurna DPRD kota Surabaya. Perihal 2 (dua) orang calon pengganti Bambang Dwi Hartono sudah diajukan oleh PDIP yaitu Whisnu Sakti Buana, ST yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPRD kota Surabaya dan Syaifudin Zuhri yang menjabat sebagai ketua fraksi PDIP.
 Pada tanggal 8 November 2013, Whisnu Sakti Buana, ST terpilih secara aklamasi dalam rapat paripurna DPRD kota Surabaya sebagai wakil walikota Surabaya menggantikan Bambang Dwi Hartono.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 tanggal 7 Januari 2014 yang mengesahkan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya. Whisnu Sakti Buana, ST resmi dilantik sebagai wakil walikota Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada tanggal 24 Januari 2014, namun penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya menimbulkan problematika bagi sebagian pihak. Eddie Budi Prabowo selaku ketua panlih (panitia pemilihan) wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 menyatakan bahwa:
“proses penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai Wakil Walikota Surabaya tidak sesuai prosedur dan diwarnai manipulasi. Penyimpangan tersebut ia sampaikan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2014)”
.

dari sini terlihat problematik terkait penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya terkait dengan kuorum anggota DPRD pada rapat paripurna, pada tata tertib panlih wakil walikota Surabaya mensyaratkan kuorum ¾ (tiga perempat) dari total jumlah anggota DPRD kota Surabaya sedangkan ketentuan pada isi dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 181.4/2826/013/2013 perihal rapat paripurna pengisian jabatan wakil walikota Surabaya periode 2010-2015 untuk memenuhi kuorum rapat paripurna, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD kota Surabaya maka ½ (satu perdua) dari total anggota DPRD kota Surabaya.
Perkembangan terbaru perihal problematik wakil walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, ST akhirnya masuk ke ranah hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta, adapun proses yang bergulir penulis jabarkan dalam tabulasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabulasi Persidangan Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT
	NO.
	TANGGAL
	KETERANGAN

	1.
	27 Maret 2014
	Gugatan di daftarkan oleh Zeid Yamani SH, kuasa hukum Penggugat (mewakili 8 orang penggugat yakni penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syafei, SE.yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Surabaya melawan Tergugat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara ) Jakarta tertuang dalam register perkara nomor: 64 G 2014

	2.
	8 April 2014
	Sidang perdana (persiapan) Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara ) Jakarta. Pihak Kementerian Dalam Negeri, yang mestinya diwakili kuasa hukumnya, tidak hadir di ruang sidang

	3.
	15 April 2014
	Sidang kedua Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta

	4.
	3 Juni 2014
	Sidang ketiga Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta

	5.
	10 Juni 2014
	Sidang keempat Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)  Jakarta


*diolah dari detiknews dan website PTUN Jakarta

gugatan yang diajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta tertuang dalam register perkara nomor: 64 G 2014, tertanggal 27 Maret 2014. Gugatan itu dilayangkan penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syifi, SE yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Surabaya,
sampai dengan bulan Agustus 2014 proses persidangan Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta masih bergulir dan belum ada putusan akhir dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal penetapan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya  yang nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Problematik Prosedur Pergantian Kepala Daerah (Studi Kasus Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015: Whisnu Sakti Buana, ST)”.
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif
 dan bahan–bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan (approach) yang digunakan didalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu Pendekatan Undang – Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani
 yaitu permasalahan penelitian dalam studi kasus penetapan wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ST, pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum
.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1
Hasil Penelitian

3.1.1
Kasus Posisi

Walikota Surabaya pada periode 2010 – 2015 terpilih melalui pilkada adalah Tri Rismaharini dan wakilnya Bambang Dwi Hartono yang diusung oleh PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), seharusnya secara bersama – sama Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono mengemban amanah terpilih menjadi walikota dan wakil walikota Surabaya hingga September 2015.

Bambang Dwi Hartono mundur dari jabatannya sebagai wakil walikota Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Mei 2013 karena tugas partai untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013, maka secara otomatis terjadi kekosongan untuk jabatan wakil walikota Surabaya.

PDIP selaku partai pengusung mengajukan 2 (dua) orang calon wakil walikota yang nantinya akan ditentukan dalam rapat paripurna DPRD kota Surabaya. Perihal 2 (dua) orang calon pengganti Bambang Dwi Hartono sudah diajukan oleh PDIP yaitu Whisnu Sakti Buana, ST yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua DPRD kota Surabaya dan Syaifudin Zuhri yang menjabat sebagai ketua fraksi PDIP.

Whisnu Sakti Buana, ST terpilih secara aklamasi dalam rapat paripurna DPRD kota Surabaya sebagai wakil walikota Surabaya menggantikan Bambang Dwi Hartono, lalu terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 tanggal 7 Januari 2014 yang mengesahkan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya.

Sejak disahkannya Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  tersebut, pihak-pihak tersebut mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta tertuang dalam register perkara nomor: 64 G 2014, tertanggal 27 Maret 2014. Gugatan itu dilayangkan penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syafei, SE yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Surabaya, sampai dengan bulan Agustus 2014 proses persidangan Perkara Nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta masih bergulir dan belum ada putusan akhir dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini.
Merujuk pada kasus posisi diatas penulis berpendapat ada dua permasalahan yang dapat diangkat dalam problematik prosedur pergantian wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, yang pertama mengenai adanya perbedaan pendapat mensoal kuorum dalam pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya di dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, permasalahan yang kedua yaitu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 dapat digugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). 

Terjadi perbedaan penetapan jumlah kuorum guna pengambilan keputusan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015. Kuorum yang ditetapkan berkaitan dengan rapat paripurna DPRD Kota/Kabupaten untuk menentukan kekosongan jabatan wakil walikota berdasarkan pasal 373 ayat (2) huruf a-c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD Kota/Kabupaten. 

Pasal 78 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuliskan ketentuan jikalau kuorum rapat paripurna DPRD Kota/Kabupaten dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD Kota/Kabupaten untuk rapat paripurna menentukan selain rapat mengambil persetujuan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, serta menetapkan peraturan daerah dan APBD. 

Pasal 98 ayat 1 huruf a Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri ½ (satu perdua) jumlah anggota dewan untuk rapat paripurna selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan pendapat untuk mengambil keputusan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah, untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah (perda) atau APBD.

Pada pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 dituliskan, yaitu: “Pemilihan wakil walikota dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD”.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 181.4/2826/013/2013 merujuk pada pasal 373 ayat 2 huruf c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 78 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang pada pokoknya berisi untuk memenuhi kuorum rapat paripurna, apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan mensahkanya keputusan rapat paripurna, apabila disetujui dengan suara terbanyak.

Perihal diajukannya gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta tertuang dalam register perkara nomor: 64 G 2014, tertanggal 27 Maret 2014 yang dilayangkan penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syafei, SE (anggota DPRD Kota Surabaya) apakah alasan mengajukan gugatannya para pihak tersebut sudah tepat merujuk pada pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3.2.
Pembahasan

3.2.1. 
Kuorum dalam Pengambilan Keputusan untuk Menentukan Kekosongan Wakil Walikota Surabaya sisa Masa jabatan 2010-2015

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur mengenai ketentuan kuorum agar terpenuhi didalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Pasal 373 ayat (2) huruf a-c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009, jika dilihat pada penjelasan pasal tersebut dituliskan cukup jelas, sehingga ketentuan didalam pasal 373 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 akan berlaku jika rapat paripurna yang dilakukan DPRD kabupaten/kota selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dan rapat paripurna untuk memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.


Ketentuan mengenai sah/tidaknya suatu keputusan dalam rapat paripurna tersebut merujuk pada pasal 373 ayat (3) huruf a-c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009, pada bagian penjelasan pasal tersebut hanya dituliskan cukup jelas, sehingga ketentuan didalam pasal 373 ayat (3) huruf a-c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 berlaku jika kuorum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang merujuk pada pasal 373 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan  nantinya keputusan yang dihasilkan didalam rapat oleh DPRD kabupaten/kota dapat dinyatakan sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  juga menjadi salah satu dasar hukum rujukan dalam menentukan kuorum rapat paripurna untuk menyelesaikan kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015. 
Pasal 98 ayat 1 huruf a Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota dewan untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan pendapat untuk mengambil keputusan pemberhentian kepala daerah dan wakil daerah, sedangkan pada ayat 1 huruf b disebutkan rapat paripurna dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dewan untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah (perda) atau APBD. Pada poin c, dihadiri ½ (satu perdua) jumlah anggota dewan untuk rapat paripurna selain rapat yang disebutkan pada huruf a dan b. pada ayat (3) dituliskan juga apabila kuorum yang dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi, maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari satu jam
.

Pada pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 dituliskan, yaitu: “Pemilihan wakil walikota dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD”.

Tanggal 8 November 2013 ada surat dari Gubernur Jawa Timur dengan nomor 181.4/2826/013/2013 yang menyatakan bahwa kuorum kehadiran pemilihan wakil walikota Surabaya adalah ½ (satu perdua) dari anggota DPRD Kota Surabaya. Kewenangan Gubernur untuk mencarikan solusi bahwa kuorum rapat paripurna untuk pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 adalah solusi terbaik guna dapat dilangsungkannya pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 secara baik dan sesegera karena jika terlalu dibiarkan lama terjadi kekosongan jabatan wakil walikota juga sedikit banyak akan terganggunya kerja-kerja di pemerintahan, didalam isi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 181.4/2826/013/2013 merujuk pada pasal 373 ayat 2 huruf c Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 78 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang pada pokoknya berisi untuk memenuhi kuorum rapat paripurna, apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan mensahkanya keputusan rapat paripurna, apabila disetujui dengan suara terbanyak.

Identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai manakala ada 3 (tiga) macam keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas
, jikalau menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu: Lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah; Lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; Lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan yang  baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama
.
Berkaitan dengan problematik pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 ada aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menentukan kuorum rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yaitu Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015, dan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 181.4/2826/013/2013.

Perihal kuorum yang ditetapkan didalam syarat formal tata tertib pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) anggota DPRD Kota Surabaya. Pemberlakuan kuorum ¾ (tiga perempat) yang telah dibuat oleh panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 ternyata tidak dapat terelaisasi dengan baik, rapat paripurna DPRD Kota Surabaya untuk dapat dilakukannya pemilihan juga mengalami penundaan selama dua kali.

Tanggal 8 November 2013 ada surat dari Gubernur Jawa Timur dengan nomor 181.4/2826/013/2013 yang menyatakan bahwa kuorum kehadiran pemilihan wakil walikota Surabaya adalah ½ (satu perdua) dari anggota DPRD Kota Surabaya. Kewenangan Gubernur untuk mencarikan solusi bahwa kuorum rapat paripurna untuk pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 adalah solusi terbaik guna dapat dilangsungkannya pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 secara baik dan sesegera karena jika terlalu dibiarkan lama terjadi kekosongan jabatan wakil walikota juga sedikit banyak akan terganggunya kerja-kerja di pemerintahan.

Tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah diatur didalam pasal 37 dan 38 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi dituliskan mengenai tugas gubernur apa saja guna melaksanakan urusan pemerintahan.
Terlihat pada hierarki ketentuan peraturan perundang – undangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tata tertib panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 memang bukan termasuk peraturan perundang – undangan. Pertanyaan apakah  jenis peraturan perundangan hanya yang terpaparkan dalam hierarki sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) saja.  Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2).
Oleh karenanya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 yang digunakan oleh panitia pemilihan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejatinya Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang – undangan harus menjadi acuan dalam menentukan rujukan pada suatu keputusan yang berdampak pada masyarakat luas, karena ini soal hierarki, maka aturan harus menjujung tinggi Undang – Undang atau aturan hukum yang lebih tinggi sehingga dalam problematik ini berlaku asas lex superior derogat legi inferior, secara otomatis aturan yang dibuat oleh panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 batal demi hukum.

Mengapa bisa dikatakan batal demi hukum tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, adapun alasan-alasan yang melandasinya yaitu: Tata tertib panitia pemilihan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 jo. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009, perihal kuorum sebagai salah satu cara pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD kota Surabaya yang dipersoalkan oleh panlih karena anggota DPRD kota Surabaya yang hadir saat pengambilan keputusan wakil walikota Surabaya tidak ¾ (tiga perempat) dari total keseluruhan anggota DPRD kota Surabaya hal tersebut jelaslah tidak menjadi soal sebab pengambilan keputusan dalam rapat DPRD, kecuali rapat fraksi, pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana usaha itu tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak secara lisan ataupun tertulis.

Dikaitkan dengan problematik wakil walikota Surabaya ini, maka konsekuensi yuridisnya yaitu sebagian perbuatan dinyatakan sah, sedangkan sebagian yang lain dinyatakan batal hingga ada pejabat berwenang yang menyatakan kebatalan yaitu pejabat eksekutif dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang diangkat Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187/M.Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 8/M.Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 187/M.Tahun 2004 berdasarkan ketentuan tersebut, adalah benar bahwa secara konstitusional kedudukan Menteri Dalam Negeri merupakan pembantu Presiden dan benar pula bahwa Menteri Dalam Negeri dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya diangkat oleh Presiden. 

Setiap Menteri Negara termasuk Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan atribusian yang diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, karena itu sejalan dengan pengertian kewenangan atribusian maka setiap menteri menjalankan kewenangannya itu atas kuasanya sendiri dan atas tanggung jawabnya sendiri, termasuk tanggung jawab di depan hukum atas tindakan yang dilakukan baik berupa tindakan hukum (rechtshandelingen) maupun tindakan yang bersifat nyata (faitelijke handelingen).

Prinsip contrarius actus similiter fit berlaku didalam permasalahan ini, yakni prosedur dan ketentuan perubahan atau pencabutan keputusan berlaku sama dengan prosedur dan ketentuan pembuatan keputusan, jika yang mengeluarkan keputusan itu misalnya instansi atau jabatan A, maka yang berwenang mengubah, mengganti, atau mencabut keputusan itu adalah instansi atau pejabat yang bersangkutan. Prinsip ini terkait erat dengan prinsip kewenangan (bevoegheidsbeginsel) yang menentukan bahwa kewenangan itu berasal dari peraturan perundang – undangan dan sudah ditentukan baik mengenai ruang lingkupnya, pejabat yang berwenang, maupun pertanggungjawabannya.

Bilamana Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengesahkan dan mengangkat Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 merubah atau menegaskan isi SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 Tahun 2014 apabila ada pihak yang berkeberatan ihwal diterbitkannya SK tersebut dan menyengketakannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka isi dari putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijalankan secara sukarela, dan eksekusi di PTUN menekankan pada rasa self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya paksaan (dwan middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak yang pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan
 serta berlaku juga asas erga omnes, yang penjelasannya “mengingat sengketa TUN adalah sengketa di bidang hukum publik, maka putusan Peratun bukan hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa saja (publik)”, sehingga putusan PTUN mengikat tidak hanya terhadap penggugat dan tergugat, dan seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah
.
3.2.2
SK Mendagri Nomor 132.35-184 Tahun 2014 digugat di PTUN Jakarta

Perlunya kita mengetahui terlebih dahulu apakah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat digugat atau tidak pada PTUN, perlu dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara). KTUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”).
Apakah SK Mendagri dapat digugat di PTUN, penulis perlu menguraikan terlebih dahulu sifat-sifat sebuah KTUN yang menjadi kewenangan PTUN, pada penjelasan  pasal 1 angka 3 UU UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dituliskan sebagai berikut:

1.    Konkret dan Individual

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
SK Mendagri  harus bersifat konkret, yakni SK Mendagri itu harus berwujud dan berupa hal tertentu, seperti misalnya pengangkatan seseorang sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jikalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut, didalam SK Mendagri perlu jelas pula termuat nama orang yang terkena SK Mendagri  tersebut, di sinilah pentingnya sifat individual yang dimaksud.

2.    Final

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

SK Mendagri tersebut juga harus berlaku tanpa harus menunggu persetujuan dari badan atau pejabat lain, sehingga penulis menyimpulkan jikalau:

1. Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.35-184 merupakan bentuk formal tertulis yang merupakan suatu penetapan tertulis dimana isinya merupakan pengesahan dan pengangkatan Whisnu Sakti Buana sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015,
a) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
b) Maksud dan isi dikeluarkannya Surat Keputusan Mendagri tersebut adalah mengangkat dan mengesahkan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya untuk mengisi kekosongan sisa masa jabatan 2010-2015, dimana wakil walikota terdahulu adalah Bambang Dwi Hartono yang mundur dikarenakan menjalankan tugas partai untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur tahun 2013
c) Surat Keputusan Mendagri tersebut ditujukan kepada Whisnu Sakti Buana, ST untuk menempati jabatan sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015
2. Surat Keputusan Mendagri tersebut bersifat konkret, tidak abstrak tetapi berwujud yaitu berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengangkat dan mengesahkan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015
3. Surat Keputusan Mendagri tersebut bersifat individual, artinya Surat Keputusan Mendagri tersebut berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan bukan untuk umum, tetapi untuk individu seorang Whisnu Sakti Buana, ST
4. Surat Keputusan Mendagri tersebut bersifat final yang artinya sudah definitif ditujukan kepada Whisnu Sakti Buana, ST hal ini telah sesuai dengan pasal 344 ayat (1) huruf d dituliskan “DPRD mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati / wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan / atau pemberhentian” diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 132.35-184 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berasal dari usulan DPRD Kota Surabaya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang mengusulkan Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 yang diteruskan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mendapatkan pengesahan pengangkatan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
dengan demikian, SK Mendagri tersebut merupakan KTUN yang dapat digugat ke PTUN oleh pihak yang berkepentingan untuk dimintakan putusan pengadilan.

Hal yang berkaitan dengan legal standing para penggugat dan  alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan pengaturannya terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, dari penjabaran pasal tersebut tersirat bahwa berapa banyak orang atau badan hukum perdata yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menjadi masalah, asalkan semua orang atau badan hukum perdata tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, tidak pula menjadi masalah apakah orang atau badan hukum perdata itu adalah orang atau badan hukum perdata yang dituju atau bukan dari KTUN tersebut, dalam arti pihak yang namanya tidak ada dalam KTUN itu pun bisa bertindak sebagai penggugat asalkan yang bersangkutan merasa dirugikan oleh dikeluarkannya KTUN tersebut.

Kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adigiumnya mengatakan point d’interet-point d’action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Didalam yurisprudensi peradilan perdata, kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas: Ada hubungan dengan penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut; Kepentingan tersebut harus bersifat pribadi, artinya penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan penggugat sendiri, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; Kepentingan tersebut harus bersifat langsung, artinya kerugian yang diderita akibat dikeluarkannya KTUN harus benar-benar dirasakan secara langsung oleh penggugat; Kepentingan itu secara obyektif yang dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Mengambil rujukan terbaru dari yurisprudensi perihal digugatnya Keppres nomor 87/P tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida oleh sejumlah organisasi masyarakat, melalui putusan bernomor 55B/2014/PT.TUN.JKT, hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan pihak tergugat sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT yang menganggap Keputusan Presiden nomor 87/P tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida bertentangan dengan pasal 19 Undang-undang 24 tahun 2003 juncto undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada intinya, terdapat 4 (empat) hal dalam pertimbangan Hakim PTTUN yaitu, (1) PTTUN mengakui legal standing badan hukum ICW dan YLBHI sebagai penggugat; (2) PTTUN menganggap ICW dan YLBHI sebagai penggugagt tidak memiliki kepentingan pribadi, karena kepentingan para penggugat belum dapat dibedakan dari kepentingan pihak lain; (3) Penggugat tidak mengalami kerugian langsung dari objek sangketa (Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida menjadi Hakim Konstitusi); (4) Undang-Undang MK tidak mengatur hak gugat Organisasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
.

Dikaitkan dengan gugatan dengan register perkara nomor 64/G/2014/PTUN-JKT di PTUN Jakarta maka unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 53 ayat (1)  UU PTUN: yang bertindak sebagai Penggugat yaitu oleh Zeid Yamani SH, kuasa hukum Penggugat (mewakili 8 orang Penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syafei, SE.yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Surabaya dan juga bertindak sebagai panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015) , Para Penggugat yakni Drs. Eddie Budi Prabowo, Apt, Fatkur Rohman, ST., MT, Ir. H. Sudirdjo, H. Moch. Syifi, SE yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kota Surabaya yang juga waktu itu menjadi panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015. Panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 16 September 2013 dalam bentuk Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 4-P Tahun 2013 tentang Panitia Pemilihan Calon Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015, 
bahwa para penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur karena menurutnya secara prosedur formal dan substansi materiil terbitnya SK tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku (secara lengkap terlampir didalam gugatan).

Penulis membangun argumentasi terkait gugatan yang diajukan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya perihal diterbitkannya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan rujukan putusan pengabulan banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta kasus Patrialis Akbar dan Maria Frida menjadi Hakim Konstitusi melalui Keppres Nomor 87/P Tahun 2013. Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya tersebut hanya memberikan alasan legal standing mereka saja (merujuk pada pasal 53 ayat (1)  UU PTUN), dimana mereka merasa jalannya rapat paripurna perihal pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 tersebut tidak berjalan seharusnya karena Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 yang digunakan oleh panitia pemilihan perihal kuorum ¾ (tiga perempat) kehadiran rapat paripurna anggota DPRD Kota Surabayadalam menentukan siapa yang berhak mengisi kekosongan jabatan tersebut tidak dilaksanakan.

Mensoal masalah kepentingan, maka dari analisa penulis sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta mensoal diterbitkannya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur tersebut mereka tidak mempunyai kepentingan secara langsung, karena mereka mengatasnamakan anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat, namun hingga Whisnu Sakti Buana, ST dilantik dan menjabat sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 tidak ada fakta maupun tuntutan dari rakyat (warga kota Surabaya) terhadap diterbitkannya SK Mendagri tersebut, sehingga alasan kepentingan yang dimaksud oleh penggugat menurut penulis tidak jelas atau kabur, penulis juga menganggap penggugat sebagai penggugat tidak memiliki kepentingan pribadi, karena kepentingan para penggugat belum dapat dibedakan dari kepentingan pihak lain, sampai dengan fakta yang ada sekarang belum bisa dibuktikan pula bahwa rakyat dalam hal ini masyarakat Surabaya mengalami kerugian kepentingan langsung terhadap hasil rapat paripurna perihal pengosongan jabatan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 dan justru menurut penulis sejak dilantiknya Whisnu Sakti Buana, ST sebagai wakil walikota Surabaya kinerja di pemerintahan berjalan lebih maksimal, karena walikota dan wakil walikota dapat membagi kerja-kerja di pemerintahan dengan seimbang.

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact)
.
Legal standing yang diajukan sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya dalam gugatan di PTUN Jakarta dengan memaparkan ketidaksepahamannya terhadap jalannya rapat paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 menurut hemat penulis tidak berdasar, karena Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 181.4/2826/013/2013 yang menyatakan bahwa kuorum kehadiran pemilihan wakil walikota Surabaya adalah ½ (satu perdua) dari anggota DPRD Kota Surabaya, hal ini guna mengurai kebuntuan mengenai kuorum didalam rapat paripurna menentukan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, sebab 2 kali rapat paripurna kuorum selalu tidak terpenuhi. Dikaitkan dengan tugas dan wewenang gubernur pada pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi dituliskan “gubernur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota”, sehingga dilangsungkannya pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 berdasarkan kuorum ½ (satu perdua) dimaksudkan jika dibiarkan terlalu lama terjadi kekosongan jabatan wakil walikota juga sedikit banyak akan terganggunya kerja-kerja di pemerintahan, sehingga berjalannya rapat paripurna tersebut menurut hemat penulis sudahlah tepat.

2. Pasal 53 ayat (2) huruf a: Penggugat menilai terbitnya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang tata tertib calon wakil walikota Surabaya jo. Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, sehingga menurut hukum KTUN tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah (secara lengkap terlampir didalam gugatan).

Maksud dari bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, menurut Penulis hal tersebut tidaklah tepat sebab semestinya terbitnya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur karena secara hierarki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 jo. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 karena ini soal hierarki, maka aturan harus menjujung tinggi Undang – Undang atau aturan hukum yang lebih tinggi sehingga dalam problematik ini berlaku asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang rendah atau dibawahnya, digunakan apabila terjadi pertentangan antar aturan hukum.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 
4.1.
Simpulan

1.   Didalam problematik pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, pada proses ini adalah bukan soal pemilihannya, namun hanya mengisi kekosongan jabatan wakil walikota yang kosong. Terdapat perbedaan ketentuan kuorum pengambilan keputusan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya; Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015; Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 181.4/2826/013/2013, dikarenakan antar norma hukum diatas saling berbenturan, maka yang menjadi rujukan adalah asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya bahwa aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang rendah atau dibawahnya, digunakan apabila terjadi pertentangan antar aturan hukum, secara otomatis aturan yang dibuat oleh panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 batal demi hukum.
2.   Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur merupakan objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun legal standing sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya untuk menggugat SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur sah secara hak mereka untuk dapat mengajukan gugatan karena berjalannya rapat paripurna menurut mereka tidak berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 2010-2015 yang digunakan oleh panitia pemilihan mensoal ketentuan kuorum ¾ (tiga perempat) 
3.   Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus sebagai panitia pemilihan wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta mensoal diterbitkannya SK Mendagri Nomor 132.35-184 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur tersebut, mereka tidak mempunyai kepentingan secara langsung, karena mereka mengatasnamakan anggota DPRD Kota Surabaya sebagai wakil rakyat, namun hingga Whisnu Sakti Buana, ST dilantik dan menjabat sebagai wakil walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015 tidak ada fakta maupun tuntutan dari rakyat (warga kota Surabaya) terhadap diterbitkannya SK Mendagri tersebut, sehingga alasan kepentingan yang dimaksud oleh penggugat menurut penulis tidak jelas atau kabur.
4.2.
Saran

1.   DPRD Kota Surabaya diharapkan dapat lebih jeli dan cermat dalam membuat tata tertib berkaitan dengan kuorum didalam rapat paripurna menentukan pengisian kekosongan jabatan wakil walikota Surabaya, karena perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang – undangan.
2.    Perlunya pihak Penggugat mempelajari secara mendalam dan tidak memaknainya secara parsial maksud dari ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sehingga nantinya Penggugat dalam dalil-dalil gugatan dapat kuat.
3.   Proses persidangan perkara dengan nomor 64/G/2014/PTUN-JKT yang sekarang sedang berjalan di PTUN Jakarta diharapkan segera mendapatkan putusan yang adil dan sejatinya para pihak nantinya dapat menyikapi dan menerima putusan tersebut dengan keluhuran budi sehingga kerja-kerja di Pemerintahan Kota Surabaya dapat berjalan dengan baik.
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